BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

Menimbang

Mengingat

DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT SIDENRENG RAPPANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
DaerahKabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembeniukan dan Susunan Perangkat
Dezerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka perlu
membentuk  Peraturan Bupati tentang  Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian
Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1939 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2., Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang WNomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



Menetapkan

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Peraturan Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887); _

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaien Sidenreng
Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI, URAIAN, TUGAS DAN TATA KERJA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUFATEN
SIDENRENG RAPPANG.

. BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang

2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang.

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan BupatiSidenreng
Rappang,

5. Badan adalah. Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

7. Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas
jabatan. .

8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran
dari tugas pokak.-

9. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas
semua tugas jebatan yang merupakan upaya pokok
vang dilakukan pemegang jabatan.



BAB I1
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas :
a. Kepala Badan; A
b. Sekretariat; :
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub BagianUmum dan Kepegawaian
c. Bidang Anggaran;
1. Sub Bidang Anggaran,
2. Sub Bidang Pengendalian; y
d. Bidang Perbendaharaan;
1. Sub Bidang Verifikasi dan Pengujian,
2. Sub Bidang Pengélolaan dan Penatausahaan;
e. BidangPengelolaan Asset,;
1. 8Suh Bidang Analisis Kebutuhan dan Pemanfaatan;
2. Sub Bidang Penata Usahaan;
3. Sub BRidang  Penghapusan, Pengamanan dan
Pengendalian;
f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
1. Sub Bidang Akuntansi;
2. Sub Bidang Informasi dan Pelaporan,;
g. Bidang Pendapatan,
1. Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah;
2. Sub Bidang Pendapatan Non Asli Daerah;
h. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
1. Sub BidangPengawasan dan Pengendalian Pendapatan
Asli Daerah; .
2. Sub BidangKeberatan;
i. Jabatan Fungsional,
j. UPT Badan,

(2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

'BAB III
KEDUDURARN

Pasal 3
Badan Pengelola Keuangan Daerah berkedudukan sebagai unsur
penunjang palaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang
Kepala Badan vang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.



(1)

(2)

(3)

 BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS -

Bagian Kesatu
Kepala Badan
I-

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
menyvelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang anggaran,
perbendaharaan, pengelolaan asset, akuntansi, pelaporan,
pendapatan, pengawasan dan pengendalian yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggaralkan fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan dibidanganggaran,
perbendaharaan, pengelolaan asset, akuntansi, pelaporan,
pendapatan, pengawasan dan pengendalian;

b. pelaksanaan kebijakan urusan dibidanganggaran,
perbendaharaan, pengelolaan asset, akuntansi, pelaporan,
pendapatan, pengawasan dan pengendalian;

c. pelaksanaan evaluasidan pelaporan dibidanganggaran,
perbendaharaan, pengelolaan asset, akuntansi, pelaporan,
pendapatan, pengawasan dan pengendalian;

d. pelaksanaan administrasiBadan sesuai dengan ulngkup
tugasnya;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :

a. merumuskan program kerja Badan Pengelola Keungan
Daerah berdasarkan Thasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan
Pengelola Keungan Daerah;

c. memantau, membina,dan mengawasi serta mengevaluas
pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;

d. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan
berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat
berjalan lancar;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada
setiap SKPD yang ‘terkait untuk mendapatkan masukan,
informasi agar dipernleh hasil kerja vang optimal;

f. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang
berlaku;

g mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
h. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan
pengembangan pengelolaan administrasi umuIm,

ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan,
perlengkapan dan peralatan;
i. mengelola anggaran: daerah;



(3)
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mengelola akuntansi keuangan daerah;
mengelola pajak daerah;
mengelola pajak bumi dan bangunan (PBB);

. mengelola pendapatan non pajak bumi dan bangunan;
melakukan pendataan dan penetapan wajib pajak/retribusi;
menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah
(BMD);
menetapkan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan
barang milik daerah (BMD};

g. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik

daerah (BMD);

r. mengevaluasi penilaian terhadap barang milik daerah (BMDj;

melakukan proses perbendaharaan daerah;

t. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi
dengankementerian, lembaga pemerintah non kementerian,
dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidangBadan Pengelola Keungan Daerah;

u. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam
lingkungan Dinas; '

v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala
Badandan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

w. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yvang diperintahkan

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

v oeHpgTET
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Bagian Kedua
Sekretaris

e Pasal 5

Sekretariat dipimpin olch Sckretaris yang mempunyal tugas
pokok melaksanakan keordinasi kegiatan penyusunan program
dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum,
kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat
(1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Dinas; : =
pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
pengoordinasian urisan umum dan kepegawaian,;
pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
pelaksanaan fungsiilain vang diberikan oleh atasan terkait
tugas dan fungsinya.

LA R T =2

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;

c. memantau., mengawasi dan mengevaluaw pelaksanaan lugas
dalam lingkungan  Sekretariat  untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas; :

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja
bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);



(2)

V.
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menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya,
mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan
Dinas  sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan
integrasi pelaksanaan kegiatan;

mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunai
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan
kinerja dan pelaporan keuanganBadan;

mengoordinasikan | penyusunan  Standar  Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas;
melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaarn
pengadaan barang Badan;

melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;
melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan,
pemeliharaan dan penghapusan barang;

. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayvanan
administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
mengoordinasikan = dan melaksanakan pelayanan
ketatausahaan;

mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga
Badan; i

melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan
administrasi keuangan;

mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi
dan tatalaksana;

mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan
kearsipan; ;

mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan
dan keprotokolan;

mengoordinasikan dan  melaksanakan  pengumpulan,
pengolahan, penvajian data dan informasi serta fasilitasi
pelayanan informasi;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan
memberikan saran pertimbangan kepada alasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

¢ Pasal 6

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yvang
mempunyvai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan
penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta

penyusunan laporan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan
sebagai berikut :

a.

b.

C.

menyusun rencana kegiatan Sub DBagian Perencanaan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

sehingga benalan lancar;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja

L



bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun Tancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan
penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
menghimpun dan menyajikan data dan informasi program
dan kegiatan Badan;

menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi
kinerja; '

mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
mengumpulkan bahdn dan menyusun Standar Operasional
Prosedur administrasi pemerintahan di lingkup Badan,;

. menyusun laporan ‘hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub

Bagian Perencanaan: dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan olch
atasan sesual dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan
pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

Tugas pokok sehagaima'ﬁa dimaksud pada ayat (1) diuraikan
sebagai berikut :

a.

b.

h.

[
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menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja
bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengilkuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun
rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji
pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan scbagai bahan
penyvusunan anggaran Badan;

mengumpulkan hahan, menyusun, dan mengclola
administrasi keuangan Badan,;
melakukan verifikasi kelengkapan administrasi

penatausahaan keuangan Badan;

mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan
penerimaan keuangan;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
menyusun realisasi perhitungan anggaran,;

. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;

mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan
menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
menyiapkan bahan penvusunan rencana pengadaan
barangBadan; ]



(1)
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menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan,
pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan
penghapusan barang;

menyiapkan bahan| dan menyusun daftar inventarisasi
barang serta menyusun laporan barang inventaris;
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub
Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
melakukan tugas kédinasan lain yang diperintahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnyva.

. Pasal 8

Sub BagianUmum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian vang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan
dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan,
pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga
serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum,

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan
sebagai berikut :

£.

b.

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaianuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas, '

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja
bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP};

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya,
melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas
masuk dan keluar;

melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;

melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikanpengelolaan
urusan rumah tangga Badan;

mempersiapkan dan mengocrdinasikan pelaksaanaan rapat
dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data
kehadiran pegawai;

mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat
tugas dan perjalanan dinas pegawai;

menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi
kegiatan organisasi dan ketatalaksanaan;

menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
menyusun rencana kecbutuhan pengembangan sumber daya
manusia dilingkungan Badan;

menyviapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan,
peningkatan kompetensi, disiplin dan kesegjahteraan pegawai
negeri sipil;

menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem
informasi kcpegawaian;
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(2)
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menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi
penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
mengumpulkan ‘bahan, mengoordinasikan dan
menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaanKepegawaian;
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;

melakukan tugas kedmasan lain yang diperintahkan oleh
atasan sesual dengan bidang tugasnya.

' Bagian Ketiga
Bidang Anggaran

Pa=al 9

Bidang Anggarandipimpin cleh Kepala Bidang vang mempunyai
tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional dibidang anggaran dan pengendalian;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Bidang Anggaranmempunyai fungsi :

da.

penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang
Penyelenggaraan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang
Penyelenggaraan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

penyiapan bimbingan teknis dan suvervisi dibidang
Penyelenggaraan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

pemantauar, evaluasi dan pelaporan dibidang
Penyelenggaraan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

pelaksanaan fungsi_lain yang diberikan oleh atasan terkait
tugas dan fungsinya;

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :

a,

b.

C.

menyusun rencana Kegiatan Bidang Anggaransebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada Seksi sehingga berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Bidang Anggaranuntuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kera
bawahan sesuaiSasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskalh dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
merencanakan kegiatan hidang anggaran;

merencanakan koordlinasi pengguna anggaran daerah;
menyusun petunjuk teknis penyusunan RAFPBED, RKA, dan
DPA;



(2)

merencanakan perubahan dan perhitungan APBD serta
menyiapkan nota perubahan anggaran;

membuat konsep SPD (Surat Penyediaan Dana);
merencanakan koordinasi pertanggungjawaban keuangan
daerah;

mengkoordinasikan pengelolaan pertanggungjawaban
pengguna anggaran;

merencanakan verifikasi pengelolaan anggaran daerah dan
pertanggungjawaban keuangan anggaran;

merencanakan pengelolaan kas daerah;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Anggarandan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain vang diperintahkan
atasan sesual dengan bidang tugasnva.

Pasal 10

Sub Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Seksi vang
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan
kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan
supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang
Pengelolaan Anggaran Daerah;

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatas
diuraiken sebagai berikut :

a.

menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja)
tahunan Seksi Anggaran sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga berjalan lancar;

membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Seksi Anggaranuntuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

meiakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja -
bawahan sesuaiSasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
menylapkan bahan koordinasi pengguna anggaran;
mengumpulkan bahan penvusunan RAPBD, RKA, dan DPA;
mengumpullkan bahan rencanan perubahan dan perhitungan
APBD serta menylapkan nota perubahan anggaran,
menyiapkan bahan untuk penerbitan SPD (Surat Penyediaan
Danal;

menyiapkan bahan dalam rangka penyvusunan perhitungan
anggaran; ' _

menyiapakan data dalam rangka penyusunan laporan aliran
kas dan penyusunan neraca;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi
Anggarandan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesual dengan bidang tugasnya.



(1)

(2)

(1)

. Pasal 11

Sub BidangPengendaliandipimpin oleh Kepala Seksi vang
mempunyai tugas pokok menviapkan bahan perumusan dan
kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan
supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelapcran dibidang
Pengelolaan Pengendalian Anggaran Daerah;

Tugas pokok sebagaimiana dimaksud pada ayat (1] diatas

diuraikan sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja)
tahunan Seksi Pengendalian sebagali pedoman dalam
pelaksanaan tugas; ™

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga berjalan lancar;

¢. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Seksi Pengendalian untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi Kkerja
bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP};

f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas; '

g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

h. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan
pertanggungjawaban pengguna anggaran;

1, menyiapkan bahan verifikasi pengelolaan anggaran daerah
dan pertanggungjawaban keuangan daerah;

j. membuat konsep surat edaran Bupati tentang permintaan
usul bendaharawan [ pengelola keuangan daerah;

k. membuat konsep SK bendaharawan;

1. membuat konsep koordinator, pejabat pengelola keuangan
daerah BUD dan pelimpahan kewenangan pengelola
keunangan daerah;

m. melakukan penelitian dokumen Pelaksanaan Anggaran
SKPD;

n. menerbitkan 3SPD dan melakukan pencatatan terhadap SPD
BLT dan SPD BL; |

0. menyusun laporan.hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi
Pengendaliandan memberikan saran pertimbangan Kkepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesual dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perbendaharaan

_ Pasal 12

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan  kebijakan operasional dibidang  verifikas,

pengujian, pengelolaan dan penata usahaan.



(2)

e i

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatas, Kepala Bidang Perbendaharaanmempunyai fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang
verifikasi dan pengujian, pengelolaan, penata usahaan,
Penvelenggaraan dan Pembinaan Perbendaharaan;

b. penyiapan pelaksahaan kebijakan operasional dibidang
verifikasi dan pengujian, pengelolaan, penata usahaan,
Penyelenggaraan dan Pembinaan Perbendaharaan;

c. penyiapan bimbingah teknis dan suvervisi dibidang verifikasi
dan pengujian, pengelolaan, penata usahaan, -
Penyelenggaraan dan Pembinaan Perbendaharaan;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang verifikasi dan
pengujian, pengelolaan, penata usahaan, Penvelenggaraan
dan Pembinaan Perbendaharaan;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnva.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada avat (1)

dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut : '

a. menyusun rencana ‘kegiatan Bidang Perbendaharaansebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas
kepada Seksi sehingga berjalan lancar;

¢. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Bidang Perbendaharaanuntuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja
bawahan sesuaiSasdran Kerja Pegawai (SKP);

€. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnva;

g, menyilapkan penerbitan perintah pencairan dana { SP3D)
uang persediaan;

h. menyiapkan bahan penerbitan perintah pencairan dana
(SP2D) ganti nang persediaan (GU);

1. merencanakan pocnyusunan kebijakan tentang

perbendaharaan daerah;

melaksanakan pengelolaan kas;

merencanakan evaluasi dan pengendalian kegiatan

perbendaharaan dan'kas daerah;

1. menyiapkan bahan penerbitan keterangan pemberhetian

pembayaran (SKPP) gaji; .

merencanakan program dan kegiatan perbendaraan umum

merencanakan penérbitan perintah pencairan dana (SP2D)
belanja langsung;

0. menyelenggarakan Proses penyusunan laporan realisasi
keuangan berdasarkan SPM setiap tmwulan yang bersumber
dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),
dana bagi hasil dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Pusat; !

p. menyusun laporan:-hasil pelaksanaan tugas KepalaBidang
Perbendaharaandan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sehagai hbahan perumusan kebijakan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tfugasnyva.

e
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Pasal 13

(1) Sub Bidang Verifikasi dan Pengujian dipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyail tugas pokok menyiapkan bahan perumusan
dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis
dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
dibidang Verifikasi dan Pengujian;

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1] diuraikan
secbagai berikut :

a.

menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja)
tahunan Seksi Verifikasi dan Pengujian sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga berjalan lancar;

membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan « Seksi Verifikasi dan Pengujianuntuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja
bawahan sesuaiSasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
mengarsipkan perintah pencairan dana (SP2D] uang
persediaan;

mengarsipkan perintah pencairan dana (SP2D) ganti uang
persediaan (GU); |

menyiapkan  bahan  penyusunan  kebjakan  tentang
perbendaharaan daerah;

menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan
perbendaharaan umum dan perbendaharaan gaji;
menyiapkan penerbitan perintah pencairan dana (SP2D)
belanja langsung;

. melaksanakan pengumpulan, Pengolahan, Pemeliharaan dan

pemutakhiran Data dan Informasi Sistem Verifikasi dan
Pengujian Dokumecn perbendaharaan;

melakukan pengujian permintaan pencairan dana SKPD
dalam bentuk Uang Persediaan (UP).Tambahan Uang
Persediaan (TU), Ganti Uang Persediaan (QU), dan Langsung
(L3)

melakukan verifikasi pertanggungjawaban SKPD untuk
permintaan pembayaran GU dan Pembayaran lanigsung
melakukan pencatatan atas realisasi penerbitan perintah
pencairan dana

menyusun iaparan hasil pelaksanaan tugas KepalaSeksi
Verifikasi dan Pengujiandan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan :

melakukan tugas kedinasan lain yvang diperintahkan atasan
sesual dengan bidang tugasnya.



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 14

Sub Bidang Pengelolaan dan Penata Usahaan dipimpin oleh
Kepala Seksi vang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan
perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional,
bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi
dan pelaporan dibidangPengelolaan dan Penata Usahaan;

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan

sebagai berikut : i

a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja)
tahunan Seksi Pengelolaan dan Penata Usahaan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;

¢. membimbing bawahan' dalam melaksanakan tugas agar
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan- Seksi Pengelolaan dan - Penata
Usahaanuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja
bawahan sesuaiSasaran Kerja Pegawai (SKP);

f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnva;

h. menyiapkan data pengelolaan kas;

i. menyiapkan data evaluasi;

j. mengarsipkan keterangan pemberhentian pembayaran

(SKPP) gaji;

k. Melakukan pengelolaan penerimaan dana perimbangan, bagi
hasil / bantuan Provinsi dan Pendapatan Asli Daerah;

1. Melakukan rekonsiliasi Bank / Penerimaan Daerah;

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas KepalaSeksi
Pengelolaan dan Penata Usahaan dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; '

n. melakukan tugas kerlinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Asset

Pasal 15

Bidang Pengelolaan Asset dipimpin oleh Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional dibidang analisis kebutuhan,
pemanfaatan, penata usahaan, penghapusan, pengamanan dan
pengendalian asset;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat

(1). Kepala Bidang Pengelolaan Assetmempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang
penyelenggaraan, pembinaan administrasi, manajemen
pengelolaan, Pembinaan programa, monitoring dan evaluasi
serta pemeliharaan Asset Daerah;



(3)

(1)

€.

penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang
penyelenggaraan, pembinaan administrasi, manajemen
pengelolaan, pembinaan programa, monitoring dan evaluasi
serta pemeliharaan Asset Daeral;

penylapan bimbingan teknis dan suvervisi dibidang
penyelenggaraan, pembinaan administrasi, manajemen
pengelolaan, pembinaan programa, monitoring dan evaluasi
serta pemeliharaan Asset Daerah;

pemantauarn, evaluasi dan pelaporan dibidang
penyelenggaraan, pembinaan administrasi, manajemen
pengelolaan, pembinaan programa, monitoring dan evaluasi
serta pemeliharaan Asset Daerah;

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;

Tugas pokok dan fungﬁi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :

a.

b.

menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelclaan
Assetsebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada Seksi sehingga herjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Bidang Pertanahanuntuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja
bawahan sesuaiSasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
melaksanakan kehijakan pengelolaan BMD;

merencanakan pengadaan dan penghapusan barang milik
daerah;

menyusun penatausahaan barang milik daerah;
mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tata cara
penggunaan dan pemeliharaan BMD;

melaksanakan evaluasi BMD;

merencanakan proses penetapan status penggunaan dan
pemanfaatan barang milik daerah;

menyusun pengamanan dan pemeliharaan barang milik
daerah berdasarkan jenis barang;

menganalisis penilaian terhadap barang milik daerah guna
mendukung penvusunan neraca daerah;

menyusun inventarisasi terhadap barang milik daerah;
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas KepalaBidang
Pengelolaan Assetdan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijaken; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Pemanfaatan dipimpin oleh
Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkar bahan
perumusan dan kehijakan dan melaksanakan operasional,
bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi
dan pelaporan dibidangAnalisis Kebutuhan, Pemanfaatan Assel
Daerah;
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(2) Tugas pokok sebagaimeana dimaksud pada ayat (1) diuraikan
sebagai berikut :

.

menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja)
tahunan Seksi Analisis Kebutuhan dan Pemanfaatan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga berjalan lancar;

membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Seksi Analisis Kebutuhan dan
Pemanfaatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanzan
tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kenja
bawahan sesuaiSasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
menyiapkan bahan pelaksanaan pengguna barang milik
daerah;

menyiapkan bahan evaluasi pengguna BMD;

menyiapkan proses penetapan status penggunaan dan
pemanfaatan barang milik daerah;

Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan dalam
penyusunan usulan rencana kebutuhan barang milik daerah
(RKBMD) seluruh SKPD;

Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan dalam
penyusunan perubahan usulan rencana kebutuhan barang
milik daerah (RKBMD) seluruh SKPD;

Menyusun standar satuan harga sarana dan prasarana
daerah;

Menyusun rancangan status penggunaan, pengalihan status
penggunaan, pengglnaan sementara dan status penggunaan
barang milik daerah;

Menyusun investasi terhadap asset daerah berupa
tanah/bangunan yvang tidak dimanfaatkan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi
Analisis Kebutuhan dan Pemanfaatan dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lain yang dlpenntahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Sub Bidang Penata Usdhaan dipimpin oleh Kepala Seksi vang
mempunyai tugas pokok menyiapkan bshan perumusan dan
kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan
supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dlbldang
Penata Usahaan Asset Dacrah;



(2)

(1)

(2)

i

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diuraikan

sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja)
tahunan Seksi Penata Usahaan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga berjalan lancar;

c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Seksi Penata Usahaanuntuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja
bawahan sesuaiSasaran Kerja Pegawai (SKP);

f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

mengilkuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnyva;,

menyiapkan penilaian terhadap barang milik daerah gunan

mendukung penyusunan neraca daerah;

menyiapkan inventarisasi terhadap barang milik daerah;

]J- menyusun laporan hasil pengadaan barang milik daerah
vang terdiri dari ' laporan hasil pengadaan bulanan,
semesteran dan tahunan dalam bentuk daftar barang;

k. melakukan revaluasi dan pemutakhiran data;

melakukan pendampingan terhadap pengurus harang dalam

melakukan stock ophame barang persediaan;

m. menvusun laporan hasil pelaksanaan tugas KepalaSeksi
Penata Usahaan dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagal bahan perumusan kebijakan; dan

n. melakukan tugas kedinasan lain vang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

=
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b Pasal 18

Sub Bidang Penghapusan, Pengamanan dan Pengendalian Asset
dipimpin oleh Kepala Seksi vang mempunvai (ugas pokok
menyiapkan  bahan  perumusan dan  kebijakan dan
melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise,
serta  pemantauan, evaluasi dan pelaporan  dibidang
Penghapusan, Pengamanan dan Pengendalian Asset Daerah;

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan

sebagai berikut g

A. menyusun rencana kegiatan sesual Rencana Kerja (Herga)
tahunan Seksi Penghapusan, Pengamanan dan Pengendalian
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga berjalan lancer;

c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan :Secksi Penghapusan, Pengamanan dan
Pengendalianuntuk’ mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja
bawaha sesuaiSasaran Kerja Pegawai (SKP);



(1)

(2)
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f. menyusun rancangan, mengoreksi, mcmaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

menyiapkan pengadaan dan penghapusan barang milik

daerah; i

i, menyiapkan pengamanan dan pemeliharaan barang milik
daerah berdasarkan jenis barang;

j. melakukan proses penelitian dan pemeriksaan atas
keleyakan usulan peminadahtanganan, pemusnahan dan
penghapusan SKPD;

k. membuat pertimbangan dan mengatur usulan
pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan SKPD
berdasarkan kondisi fisik, administrative dan hukum;

1. melakukan penelitian, membuat laporan dan berita acara

hasil penelitian | atas usulan pemendahtanganan,
pemusnahan dan pehghapusan barang milik daerah;-

m. melaksanakan dan mengkoordinasikan system pengamanan
fisik, administrative dan status hukum barang milik daerah;

n. menyimpan dan menghimpun dokumen asli kepemilikan
barang milik daerahi-

0. menvusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi
Penghapusan, Pengamanan dan Pengendaliandan
memberikan saran  pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

'

Bagian Ketiga
Bidang Pelaporan dan Akuntansi

Pasal 19

Bidang Pelaporan dan Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan  kebijakan operasional dibidang akuntansi,
informasi dan pelaporan;

Untuk melaksanakan fugas sehagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Bidang Pelaporan dan Akuntansi mempunyai fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang
penvelenggaraan perumusan dan pengkoordinasian
kebijakan sistem akuntansi keuangan, mekanisme dan
sistem informasi serta pelaporan neraca keuangan;

b. penyiapan pelaksanaan Kkebijakan operasional dibidang
penyelenggaraan  perumusan  dan  pengkoordinasian
kebjjakan sistem akuntansi keuangan, mekanisme dan
sistem informasi serta pelaporan neraca keuangan,

c. penyiapan bimbingan teknis dan suvervisi dibidang
penyelenggaraan perumusan  dan pengkoordinasian
kebijakan sistem akuntansi keuangan, mekanisme dan
sistem informasi scrta pelaporan neraca keuangan;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang
penyelenggaraan | perumusan dan pengkoordinasian
kebijakan sistem akuntansi keuangan, mekanisme dan
sistem informasi serta pelaporan neraca keuangan:

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
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(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :

(1)

a.

b.

B
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menyusun rencana kegiatan Bidang Pelaporan dan
Alcuntansisebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada Seksi sehingga berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Bidang Pelaporan dan Akuniansiuntuk
mengetahul perkembangan pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja
bawahan sesuaiSasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
merencanakan kegiatan bidang akuntansi,
Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan tata pembukuan
secara sistematis dan kronologis mengenai Realisasi .
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Menyelenggarakan dan  mengkoordinasikan  penelitian
terhadap bukti kas ‘mengenai penerimaan dan pengeluaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
Menyelenggarakan pembukuan yang sifatnya administratif
berupa pencatatan atas realisasi Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Daerah;

Menerima dan menghimpun laporan pelaksanaan APBD dari
setiap Satuan kerja dilingkungan Pemerintah Daerah;
Mempersiapkan  surat teguran terhadap Bendahara
Penerimaan/Bendaharan Pengeluaran vang lalai atau tidak
menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ] sesuai
dengan waktu yang ditentukan;

Menyelenggarakn penyusunan Laporan neraca Keuangan
Daerah yang mcliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Arus Kas:dan Catatan atas Laporan Keuangan
Daerah; )

Mempersiapkan bahan dan data dalam rangka pembahasan
bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD serta
Rancangan Peraturan Bupati tentang  Penjabaran
Pertanggungjawaban APBD;

Menyelenggarakan koordinasi dan rekonsiliasi atas realizasi
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Pelaporan dan ' Akuntansidan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesual dengan bidang tugasnya.

Pazal 20

Sub Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Scksi yang
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan
kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan
supervise, serta pemantauan, evaluasi dan  pelaporan
dibidangAkuntansi;
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(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diatas
diuraikan sebagai berikyt :

(1)

(2)

a.

=g
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menyusun rencana kegiatan sesual Rencana Kerja (Renja)
tahunan Seksi Akuntansi sebagai pedoman dalam °
pelaksanaan tugas; .

mendistribusikan dan ‘memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga berjalan lancar:

membimbing bawahan dalam melaksanakan lugas agar
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Scksi Akuntansiuntuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja
bawahan sesuaiSasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnva;
mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
penyusunan program dan kebijakan program bidang
akuntansi; :

menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait
dibidang akuntansi dan laporan keuangan;

melakukan proses’ akuntansi secara sistematis dan
kronologis mengenai transaksi keuangan daerah;
melaksanakan sistem Akuntansi Pemerintah Daerah untuk
penyusunan laporan Keuangan Daerah;

melakukan pengumpulan, pencatatan dan pengikhtisaran
data tentang pendapatan daerah, Belanja Daerah dan
Pembiayaan Daerah;

melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban bendahara penerimaan;

melakukan verifikasj, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawabari bendaharan pengeluaran;
melaksanakan evaluasi dan Laporan atas pelaksanaan
Alkuntasi Pemerintah Daerah;

menyusun laporan -hasil pelaksanaan tugas Kepala Selksi
Akuntansidan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan pecrumusan kebijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya, )

|
" Pasal 21

Sub Bidang Informasi dan FPelaporan dipimpin cleh Kepala Seks
yang mempunyai tugas pokck menyiapkan bahan perumusan
dan kebijakan dan melaksanakan opcrasional, bimbingan teknis
dan supervise, seria pemantauan, evaluasi dan pelaporan
dibidangInformasi dan Pelaporan; '

Tugas pokok aebagaiﬂlana dimaksud pada ayat (1) diatas
diuraikan sebagai berikut :

a.

b.

menyusun rencana’ kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja)
tahunan Scksi Informasi dan Pelaporan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas; ;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

kepada bawahan sehingga berjalan lancar;



(1)

.Nzlm

c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Seksi Informasi dan Pelaporanuntuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja
bawahan sesuaiSasaran Kerja Pegawai (SKP);

f menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya,;

h. menyiapkan bahan pembinaan dibidang akuntansi dan
laporan keuangan;

1. menyiapkan data dan menyusun laporan Realisasi APBD;

j. menyiapkan data dan menyusun Neraca Daerah;

k. menyiapkan dan dan menyusun Laporan Arus Kas;

1. menyiapkan data dan menyusun Catatan Atas Laporan
Keuangan Daerah;

m, menyiapkan data dan menyusun laporan Semester Perfama
dan Prognosis 6 (enam) bulan berilcutnya;

n. menyiapkan data dan menyusun Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

o. menyiapkan data daﬂ menyusun Rancangan Peraturan
Bupati tentang ‘Penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi
Informasi dan + Pelaporandan memberikan - saran
pertimbangan kepadd atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

g. melakukan tugas kédinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuail dengan bxdan__g tugasnyva.

Bagian Keempat
Bidang Pendapatan

Pasal 22

Bidang Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang vang
mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pendapatan asli
daerah dan non pendapatan asli daerah;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatas, Kepala Bidang Pendapatanmempunyai fungsi :

4. penyiapan PETUINUSATI kebijakan operasional
dibidangpendapatan  asli  daerah, pendapatan non
pendapatan asli daerah, pengendalian, pengawasan serta
penertiban dan pengamanan pengelolaan Pendapatan
Daerah;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang
pendapatan asli daerah, pendapatan non pendapatan asli
dacrah, pengendalian, pengawasan serta penertiban dan
pengamanan pengelolaan Pendapatan Daerah;

c. penviapan Dbimbingan teknis dan suvervisi dibidang
pendapatan ashi daerah, pendapatan non pendapatan asli
daerah, pengendalian, pengawasan serta penertiban dan
pengamanan pengelolaan Pendapatan Daerah;
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pemantauan, cvaluasi dan pelaporan dibidang pendapatan
asli daerah, pendapatan non pendapatan asli dacrah,
pengendalian, pengawasan serta penertiban dan
pengamanan pengelolaan Pendapatan Daerah;

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan avat (2) diuraikan sebagai berikut : -

.,

b.

menyusun rencana, kegialan Bidang Pendapatansebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada Seksi sehingga berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanadan tugas
dalam lingkungan Bidang Pendapatanuntuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas,

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja
bawahan sesuaiSasatan Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, mengoreksi, memaral dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
menganalisis data objek dan subjek pajak dan retribusi
daerah dalam kartu data;

menyususn penerimaan berkas dari perolehan objek pajak
BPHTB:

merencanakan pengelolaan pajak daerah;

menyususn data penerimaan bagi hasil pajak dan bukan
pajak dari pemerintah pusat dan provinsi; .
membuat konsep laporan realisasi penerimaan pendapatan
daerah; '

menganalisis penerimaan dan meneliti berkas pendaftaran
wajib pajak dan wajib retribusi daerah;

merencanakan kegiatan NPWPD dan mencetak konsep 5K
pengukuhan sebagai wajib pajak;

merancang dan menvusun potensi PBB wilayah I/Ti /1T,
merencanakan pelaksanaan pemungutan PBB wilayah
I/11/100, :

merencanakan pelaksanaan monev dan pelaporan bidang
PBB wilayah 1/II/11I;

merencanakan pengelolaan pendapatan asli daerah;
merencanakan  pengelolaan dana  perimbangan dan
pendapatan lainnya;

merencanakan pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan
penetapan wajib pajak/wajib retribusi;

merencanakan penyusunan daftar induk wajib pagjak dan
retribusi retribusi; .
merencanakan pendistribusian formulir surat
pemeberitahuan pajak daerah/retribusi daerah;
merencanakan penagihan pajak dan retribusi;

., menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas KepalaBidang

Pendapatandan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



' Pasal 23

(1} Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi
vang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan
dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis
dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
dibidangPendapatan Asli Daerah;

(2)

Tugas pokok sebagaiméu‘na dimaksud pada avat (1) diuraikan
sebagai berikut :

a.

=gl
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menyusun rencana 'kegiatan sesuai Rencana Kernja (Renja)
tahunan Seksi Pendapal.an Asli Daerah sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tu'gas

mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga berjalan lancar;

membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Seksi Pendapatan Asli Daerahuntuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja
bawahan sesuaiSasaran Kerja Pegawai (SKF);

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
mendokumentasikan data objek dan subjek pajak dan
retribusi daerah dalam kartu data;

mendokumentasikan penerimaan berkas dari perolehan
objek pajak BPHTE;

menyiapkab bahan koordinasi pengelolaan pajak daerah;
menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
memilah penerimaan dan meneliti berkas pendaftaran wajib
pajak dan wajib retribusi pajak;

menyiapkaan kegiatan mencetak NPWPD dan mencetak
konsep SK pengukuhan sebagai wajib pajak;

mengumpulkan data potensi PBE wilayah [/II/1II;

melakukan pemungutan PBB wilayah I/11/1I1;
mengumpulkan bahan pelaksanaan monev dan pelaporan
bidang PBB wilayah I/II/III;

mengumpulkan bahan penata usahaan PAD;

mengumpulkan bahian koordinasi penerimaan PAD dengan
instansi terkait; _

melakukan pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan
penetapan wajib pajak/wajib retribusi;

melakukan penyusunan daftar induk wajib pajak dan wajib
retribusi;

melakukan pendzstn busian formulir surat pemberitahuan
tagihan pajak daerah/retribusi daerah;

melalukan pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi;
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas KepalaSeksi
Pendapatan Asli: Daecrahdan memberikan saran
pertimbangan chada atasan scbagai bahan perumusan
kebijakan; dan |

melakukan tugas kédinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.



(1)

(2)

(1)

(2)
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Pasal 24

Sub Bidang Pendapatan. Non Pendapatan Asli Daerah dipimpin
oleh Kepala Seksi yvang mempunyai tugas pokok menyiapkan
bahan perumusan dan  kebijakan dan melaksanakan
operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan dibidang Pendapatan Non Pendapatan
Asli Daerah;

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan

sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja {Renja)
tahunan Seksi Pendapatan Non Pendapatan Asli Daerah
sebagai pedaman dalam pelaksanaan tigas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;

c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar
dapat digselesaikan dengan cepat dan benar;

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Seksi Pendapatan Non Pendapatan Asli
Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja
bawahan sesuaiSasaran Kerja Pegawai (SKP);

[. menyusun rancangan, mengoreksi, memaral dan/alau
menandatangani naskah dinas;

g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

h. menyiapkan data penerimaan bagi hasil pajak dan bukan
pajak dari Pemerintah Pusat dan Provinsi;

i. mengumpulkan bahan penata usahaan dana perimbangan
dan pendapatan lainnya;

i. mengumpulkan bahan koordinas: dalam peningkatan dan
pengembangan sumber-sumber pendapatan;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas KepalaSeksi
Pendapatan Non Pendapatan Asli Daerah dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai @ bahan
perumusan kebijakan; dan

1. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Ifﬁgian Kelima
Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 25

Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengawasan,
pengendalian pendapatan asli daerah dan keberatan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat -

(1), Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalianmempunyai

fungsi: g

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang
pengawasan, pengendalian pendapatan asli daerah dan
keberatan pajak;



(3)

(1)

d.

.

penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang
pengawasan, pengendalian pendapatan asli daerah dan
keberatan pajak; !

penyiapan bimbingan teknis dan suvervisi dibidang
pengawasarn, pengendalian pendapatan asli daerah dan
keberatan pajak;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan,
pengendalian pendapatan asli daerah dan keberatan pajak;
pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :

a.

b.

2
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menvusun rencana kegiatan Bidang Pengawasan dan
Pengendaliansebagat pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada Seksi sehingga berjalan lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

dalam lingkungan Bidang Pengawasan . dan
Pengendalianuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas; b

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja
bawahan sesuaiSasaran Kerja Pegawai (SKPJ;

menyvusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengilkuti r:ap:at—r:apét sesuai dengan bidang tugasnya;
membuat konsep kebijakan tentang system dan prosedur
penagihan dan keberatan;

merangcang prosedur pembukuan dan  pelaporan
pendapatan dacrah;

merencanakan kebijakan tentang system dan prosedur
penagihan dan keberatan;

menyusun laporan kadaluarsa penagihan dan penghapusan
tunggakan; b

menentukan pelaksanaan perhitungan terhadap besarnya
denda; '

menganalisis pengajuan keberatan dan permohonan
banding sesuai dengan kewenangannya,

. menangani sengkata pajak;

memproses pengurangan pajak/retribusi;

Menyusun laporan .hasil pelaksanaan tugas KepalaBidang
Pengawasan dan Pengendaliandan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; _

Melaksanakan tugas kedinasan lain yvang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Asli
Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi vang mempunyai tugas
pokok menviapkan bahan perumusan dan kebijakan dan
melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise,
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pengawasan
dan Pengendalian Pendiapatan Asli Daerah;



(2) Tugas pokok sebaga.tmana dimaksud pada ayvat (1) diuraikan
sebagai berikut : {

(1)

(2)

a.

menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja)
tahunan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan
Asli Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas,
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga berjalan lancar;

membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi peiaksanaan tugas
dalam lingkungan 'Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Pendapatan Asli Daerahuntuk mengetahui perkembangan
pclaksanaan tugas; .,

melakukan penﬂaan terhadap hasil dan prestasi kerja
bawahan sesuaiSasaran Kerja Pegawai (SKP);

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas; .
mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
menyusun proc,edur pembukuan dan pelaporan pendapatan
daerah;

menylapkan bahan penyusunan prosedur pembukuan dan
pelaoran;

mendokumentasikari'. laporan kadaluarsa penagihan dan
penghapusan tunggakan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi
Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Asli Daerahdan
memberikan saran "pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesual dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Sub Bidang Keberatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok menylapkan bahan perumusan dan
kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan
supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang
Keberatan Pajak/Retribusi;

Tugas pokok '-‘.obagalmana dimaksud pada ayat (1) diuraikan
sebagai berikut :

d.

menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kenja (Renja)
tahunanSeksiKeberatansebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan schingga berjalan lancar;

membimbing bawahan dalain melaksanakan tugasagar dapat
diselesaikan dengan cepat dan benar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam linglungan Seksi Keberatanuntuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi Kkerja
bawahan sesuaiSasaran Kerja Pegawai (SKF);

menyusun rancangan, mengorcksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasny a;
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L.

h. menyusun kebujakan tentang system dan prosedur
penagihan dan keberatan;

i. menyusun kebujakan tentang system dan pmsedur
penagihan keberatan;

J. melakukan peiakbanaan perhitungan terhadap besarnya
denda;

k. menyiapkan bahan penga]uan keberatan dan permchonan

banding sesuai dengan kewenangannya;

menyiapkan bahan penanganan sengketa pajal/retribusi,

m. menyiapkan bahan pengurangan pajak/retribusi;

menvusun laporan hasil pelaksanaan tugas KepalaSeksi

Keberatan dan memberikan saran pertimbangan kepada

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

0. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

—
®
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Bagian Keenam
Jabatan Fungsional

d

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas sesual dengan keahlian dan kebutuhan

. BABV
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Kepala Badan, Sekretaris, para Bidang diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati.

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan
oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati.

- Pasal 30

(1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya  berdasarkan
kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupat sesuai
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal Kepala Badan memandang perlu untuk mengadakan
perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan kepada
Bupati untuk mendapat persetujuan.

. Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sckretaris, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan
Fungsional Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan singkronisasi baik dalam lingkup masing-masing maupun antar
Satuan Kerja Perangkat Daerah serta dengan Instansi lain di luar
Pemerintah Daerzh sesuai dengan tugas masing-masing.



 Pasal 32

(1) Kepala Badan wajib mengawasi Sekretaris dan setiap Kepala
Bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-
masing, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan.

(2) Sekretaris, para Kepala Bidang wajib mengawasi pelaksanaan
tugas setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-
masing dan bila terjadi penvimpangan dapat mengambil
langkah-langkah vang diperlukan sesuai dengan peraturan.

(3) Kepala Sub DBagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi
pelaksanaan tugas setiap staf masing-masing, dan bila terjadi
penyvimpangan dapat: mengambil langkah-langkah vyang
diperlukan sesuai dengan peraturan.

Pasal 33

(1) Kepala Badan  bertanggung  jawab  memimpin  dan
mengkoordinasikan Sekretaris, para Kepala Bidang dan memberi
bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas Sekretaris
dan Kepala Bidang.

(2) Sekretaris, para setiap Kepala Bidang bertanggung jawab
memimpin, mengkoordinasikansetiap Kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksi, dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam
melaksanakan tugasnyd masing-masing.

(3) Setiap Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi bertanggung jawab
memimpin, mengkoordinasikan sctia staf masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan
tugasnya,

Paszal 34

(1) KepalaBadan bertanggung jawab kepada Bupati - melalui
Sekretaris Daerah dan berkewajiban menyampaikan laporan
secara berkala tepat waktu.

(2) Sekretaris, para Kepala Bidang bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas dan berkewajiban menyampaikan laporan secara
berkala tepat waktu.

(3) Setiap Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris
dan setiap Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala
BRidang masing-masing, baik Kepala Sub Bagian maupun Kepala
Seksi berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat
walktu. !

_ BABVI
KETENTUAN LAIN_LAIN

Pasal 35

Rincian tugas dan atau hal lain yang belum cukup diatur dalam
Peraturan Bupati ini, ditetepkan dengan Keputusan Kepala Dinas,
setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan lertulis dari
Sekretaris Daerah.
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BAE VII
KETENTUAN PERALIHAN

Paszal 36

UPT Badan Pengelolaan Keuangan Daerah vang ada saat ini tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya UPT baru
sesual peraturan perundang-undangan, dan UPT tersebut berubah
nomenklaturnya menjadi UPT Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
sehingga dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Badan Pengelolaan Kéuangan Daerah.

‘' BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

. Pasal 37
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, makaPeraturan Bupati
Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 31} dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

" Pasal 38
:
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ranggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang.

thﬂtaka.:n di Pangka_]ene Sldenreng

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 Pessmber 2018

ARIS DAERAH
B SIDENRENG RAPPANG,

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016
NOMOR 57
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